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Abstrak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan
restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak,
adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan
hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang
berhadapan dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan
dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaiakan di luar peradilan melalui diversi
dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan
saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan
restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam
penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak demikesejahteraan. Dengan Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu sudah menggunakan proses Diversi, dimana
Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian Konvensi internasional sebagaimana diatur
dalam konvensi-konvensi internasional. Implementasi Diversi untuk memberikan jaminan
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Indonesia yaitu dengan menerapkan Proses Diversi pada setiap
tahapan peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan
di depan sidang pengadilan anak, dimana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor
11 tahun 2012. Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk
menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Anak, Diversi, Restorative Justice.

Abstract

Protection of children in conflict with the law with a restorative justice approach
has a positive impact on the handling of child cases, the existence of strict separation and
regulation of children in conflict with the law which includes children in conflict with the
law, children who are victims of criminal acts, children who become victims criminal
witness. Settlement of cases of children in conflict with the law so far the process of
settlement through the judiciary with the Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal
Justice System settlement of cases of children can be resolved outside the court through
diversion by involving all parties to sit together both the perpetrators, victims and
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witnesses in resolving conflicts that occur using a restorative justice approach that
prioritizes recovery of the situation rather than retaliation in the settlement of cases of
children who are dealing with the law and prioritizes the best interests of the child for the
welfare. With Law Number 11 of 2012, the legal protection of children in conflict with the
law in the jurisdiction of the Sekayu District Court has used the Diversi process, where
Diversi is an adaptation and adaptation of international Conventions as regulated in
international conventions. Diversion implementation to provide legal protection
guarantees for children in conflict with the law in the Indonesian Child Criminal Justice
System, namely by applying the Diversion Process at every stage of the juvenile justice,
starting from the Investigation, Prosecution and examination before the juvenile court,
which is in accordance with the mandate of the Law Law No. 11 of 2012. Implementation
of Diversity and Restorative Justice is intended to avoid and bring children out of the

judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law.

Keywords : Children, Diversity, Restorative Justice.

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian warga Negara
yang harus di lindungi karena mereka me-
rupakan generasi bangsa yang dimasa yang
akan datang akan melanjutkan kepemimpi-
nan bangsa Indonesia.! Setiap anak disam-
ping wajib mendapatkan pendidikan formal
seperti sekolah, juga wajib mendapatkan
pendidikan moral sehingga meraka dapat
tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi
bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentu-
an Konvensi Hak Anak (Convention on the
Rights of the Child) yang diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia melalui Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian
juga dituangkan dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtera-
an Anak dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip
umum perlindungan anak, yaitu non diskri-
minasi, kepentingan terbaik bagi anak, kela-
ngsungan hidup dan tumbuh kembang dan
menghargai partisipasi anak.

Anak merupakan aset bangsa, seba-
gai bagian dari generasi muda, anak berpe-

!Maidin Gulton, 2008, Perlindungan Hu-
kum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pida-
na Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
him. 10
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ran sangat strategis sebagai successor (ge-
nerasi penerus) suatu bangsa. Dalam kon-
teks Indonesia, anak adalah penerus cita-
cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, an-
ak merupakan harapan orang tua, harapan
bangsa dan negara yang akan melanjutkan
tongkat estafet pembangunan serta memiliki
peran strategis, mempunyai ciri atrau sifat
khusus yang akan menjamin kelangusngan
eksistensi bangsa dan negara pada masa de-
pan. Oleh karena itu, setiap anak harus me-
ndapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk dapat tumbuh danberkembang secara
optimal, baik fisik, mental maupun sosial.?
Terlebih lagi bahwa masa anak-anak meru-
pakan periode pembentukan watak, kepri-
badian dan karakter diri seorang manusia,
agar kehidupan mereka memiliki kekuatan
dan kemampuan serta berdiri tegar dalam
meniti kehidupan.

Perlindungan hukum bagi anak da-
pat dilakukan sebagai upaya perlindungan
hukum terhadap berbagai kebebasan dan
hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak
ini juga mencakup kepentingan yang ber-
hubungan dengan kesejahteraan anak. Per-
lindungan Anak-anak yang Berhadapan de-
ngan Hukum (ABH), merupakan tanggung
jawab bersama aparat penegak hukum. Ti-

2 Ibid, him. 4
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dak hanya anak sebagai pelaku, namun me-
ncakup juga anak yang sebagai korban dan
saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat
dalam penanganan ABH agar tidak hanya
mengacu pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi-
dana Anak atau peraturan perundang-un-
dangan lainnya yang berkaitan dengan pe-
nanganan ABH (Anak yang Berhadapan de-
ngan Hukum), namun lebih mengutamakan
perdamaian daripada proses hukum formal
yang mulai diberlakukan 2 (dua) tahun sete-
lah Undang-undang tentang Sistem Peradi-
lan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agus-
tus 2014 (Pasal 108 Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pi-
dana Anak).

Setiap tahun, anak yang menjadi pe-
laku tindak pidana selalu meningkat, dalam
kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pe-
laku menjadi perhatian khusus bagi aparat
penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai
upaya pencegahan dan penanggulangan ter-
hadap anak yang berhadapan dengan hu-
kum, perlu mendapatkan perhatian yang be-
sar. Tujuan penyelenggaraan Ssitem Peradi-
lan Pidana terhadap Anak tidak semata-ma-
ta bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pi-
dana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi
lebih difokuskan pada peetanggungjawaban
pelaku terhadap korban tindak pidana, demi
kesejahteraan anak yang bersangkutan, tan-
pa mengurangi perhatian terhadap kepenti-
ngan masyarakat.

Praktisi hukum Muhammad Zainu-
din® mengatakan secara filosofis lahirnya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ten-
tang Pengadilan Anak, semata-mata untuk
kepentingan terbaik anak, baik secara fisik
maupun psikologis. Namun perlu diperha-
tikan bahwa lahirnya Undang-undang ini
merupakan kodifikasi dari hukum interna-
sional, yaitu The Beijing Rules yang dalam
penerapannya ada beberapa prinsip-prinsip
yang tidak tertuangkan pada Undang-Un-

¥ Hukum Online, Mengenal Konsep Diversi
Dalam Pengadilan Pidana Anak, dalam : https:/
www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 10
November 2018.
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dang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peng-
adilan Anak.

“Paling khusus yaitu prinsip diversi,
sehingga dikhawatirkan dalam pene-
rapan peradilan anak di pengadilan,
hakim akan bertindak sewenang-we-
nang dalam menerapkan pidana pen-
jara terhadap anak, terlebih terhadap
pengaturan mengenai batasan-bata-
san sejauh mana anak dapat di ram-
pas kemerdekaannya dan juga perlu
diperhatikan seberat apa tingkat ke-
seriusan tindak pidana yang dilaku-
kan oleh anak tersebut,”*

Beralih dari Undang-Undang No-
mor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dimana Kini telah dicabut dengan telah ber-
lakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA), dimana dalam peraturan perun-
dang-undangan yang baru tersebut se-
benarnya melengkapi dari paraturan tentang
pengadilan anak dengan menerapkan prin-
sip-prinsip penting yang termaktub didalam
The Beijing Ruels yang dutandai dengan ad-
anya pasal yang menyebutkan bahwa da-
lam Sistem Peradilan Pidana anak sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
wajib diupayakan Diversi (Pasal 3 ayat (3)
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana
Anak), dimana dalam sistem peradilan ter-
sebut, diwajibkan menggunakan pendekatan
Restoratif.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagai-
mana diuraikan dalam bahasan sebelumnya,
maka penulis ingin mencari jawaban dari
permasalahan yang penulis angkat dalam
penelitian ilmiah ini dimana permasalahan-
nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan terhadap An-
ak Yang Berhadapan dengan hukum
(ABH) melalui Restoratif Justice di wi-
layah hukum Pengadilan Negeri Seka-
yu?

* 1bid.
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2.

C.
1.
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Bagaimanakah Implementasi Dan Pem-
baharuan Sistem Peradilan Pidana Anak
Dengan Menggunakan Restoratif Justi-
ce di Pengadilan Negeri Sekayu ?

Pembahasan

Perlakuan Terhadap Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Melalui Restoratif Justice Di Penga-

dilan Negeri Sekayu

a. Anak yang Berhadapan dengan Hu-
kum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
yang dimaksut dengan anak yang ber-
hadapan dengan hukum (children in
conflict with the law), adalah sebagai
berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan

Hukum adalah Anak yang berkon-

flik dengan hukum, anak yang me-

njadi korban tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pi-
dana”

Perkembangan masyarakat dan
teknologi dewasa ini secara tidak lang-
sung juga mempengaruhi tingkat keja-
hatan yang terjadi dengan berbagai
modusnya kecendrungan peningkatan
kejahatan ini dapatkita lihat dari pem-
beritaan di media masa baik cetak ma-
upun media elektronik, kejahatan yang
terjadi tidak hanya dilakukan oleh ora-
ng dewasa akan tetapi juga dilakukan
oleh anak baik mereka sebagai pelaku
ataupun sebagai korban dari suatu tin-
dak pidana. Banyaknya kasus anak
yang berhadapan dengan hukum di wi-
layah hukum Kabupaten Musi Banyu-
asin tersebut tentunya sangat meng-
khawatirkan mengingat anak sebagai
generasi penerus bangsa yang harus
dilindungi oleh negara. kecendrungan
peningkatan kasus yang dilakukan oleh
anak tersebut dengan beragam modus-
nya harus segera diatasi. Romli Atma-
sasmita dalam Wagiati Soetodjo, ber-
pendapat bahwa permasalahan anak

dapat dilihat dari dua hal yakni in-
trinsik dan ekstrinsik dari kenakalan
anak adalah sebagai berikut :°
1. Yang termasuk intrinsik dari pada
kenakalan anak-anak adalah:
a. Faktor intelegentia;
b. Faktor usia;
c. Faktor kelamin;
d. Faktor kedudukan anak dalam
keluarga.
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
a. Faktor rumah tangga;
b. Faktor pendidikan dan sekolah;
c. Faktor pergaulan anak;
d. Faktor mass media.

Dari berbagai faktor yang dikemu-
kakan di atas dapat dilihat bahwa ada
banyak kemungkinan seorang anak un-
tuk melakukan kenakalan atau kejaha-
tan yang akibat perbuatannya tersebut
berakibat pada proses hukum dan pera-
dilan yang dalam Undang-undang di-
sebutkan sebagai anak yang berhada-
pan dengan hukum.

b. Perlindungan Terhadap Anak yang
Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum adalah seba-
gai upaya untuk melindungi anak dan
hak-haknya agar bisa tumbuh dan ber-
kembang secara optimal tanpa kekera-
san dan diskriminasi, hal ini diperlu-
kan sebagai bentuk perlindungan ter-
hadap anak yang melakukan suatu tin-
dak pidana seperti yang kita ketahui
bahwa perkembangan kejahatan yang
semakin meningkat tentunya sangat
memprihatinkan yang mana pelakunya
tidak hanya orang dewasa akan tetapi
juga dilakukan oleh anak, pada dasar-
nya perbuatan pidana yang dilakukan
oleh anak dengan orang dewasa tidak
ada perbedaan hanya saja perbedaan
itu terlihat dari pelakunya yang masih
di bawah umur dan yang sudah dewa-
sa. Disamping itu juga niat / tujuan an-

5 Soetodjo, Wagiati, Hukum Pidana Anak.

Bandung, PT. Refika Aditama. 2006, him. 17
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tara anak dan orang dewasa dalam me-
lakukan suatu tindak pidana tentunya
juga berbeda.

Keadilan restoratif merupakan su-
atu proses diversi yaitu semua pihak
yang terkait dalam suatu tindak pidana
tertentu bersama-sama mengatasi ma-
salah serta menciptakan suatu kewa-
jiban untuk membuat segala sesuatu-
nya menjadi lebih baik dengan meli-
batkan korban, anak, masyarakat dan
pihak terkait untuk mencari solusi ya-
ng terbaik bagi anak tanpa ada unsur
pembalasan. Penyelesaian perkara an-
ak yang berkonflik dengan hukum de-
ngan menggunakan pendekatan keadi-
lan restorative justice penyelesaian ya-
ng melibatkan semua pihak dan secara
bersama-sama mengatasi perkara dan
mencari solusi yang terbaik terhadap
perkara yang dihadapi anak dengan de-
mikian perlindungan terhadap anak ya-
ng berkonflik dengan hukum yang
lebih mengutamakan kepentingan ter-
baik bagi anak.

c. Perlindungan Terhadap Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak kor-
ban kejahatan di Kabupaten Musi Ba-
nyuasin sebagaimana diatur dalam Un-
dang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Un-
dang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1
ayat (2) Perlindungan Anak adalah se-
gala kegiatan yang menjamin dan me-
lindungi anak dan hak-haknya agar da-
pat hidup, tumbuh berkembang dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai
harkat dan martabat kemanusiaan, ser-
ta medapat perlindungan dari kekera-
san dan diskriminasi. Adapun tujuan
perlindungan anak menurut undang-
undang adalah untuk menjamin terpe-
nuhinya hak-hak anak agar dapat hi-
dup, tumbuh berkembang dan berparti-
sipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, ser-
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ta mendapat perlindungan dari kekera-
san dan diskrimisasi, demi terwujud-
nya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dansejahtera.

Selanjutnya dalam Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal
90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak
korban dan Anak saksi berhak atas*
upaya rehabilitasi medis dan rehabili-
tasi sosial, baik di dalam lembaga ma-
upun di luar lembaga”. Yang dimaksud
dengan rehabilitasi medis tersebut ada-
lah proses kegiatan pengobatan secara
terpadu dengan memulihkan kondisi
fisik anak, anak korban dan atau anak
saksi. Kemudian yang dimaksud deng-
an rehabilitasi sosial adalah proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, ba-
ik fisik, mental maupun sosial, agar
anak korban, dan atau anak saksi dapat
kembali melaksanakan fungsi sosial
dalam kehidupan di masyarakat.

Selain hak-hak anak sebagai kor-
ban yang didapat berupa ganti keru-
gian, terdapat beberapa hak anak seba-
gai korban untuk mendapatkan bantu-
an medis dan bantuan rehabilitasi psi-
ko-sosial. Di wilayah Hukum Pengadi-
lan Negeri Sekayu bantuan rehabilitasi
psikososial adalah bantuan yang dibe-
rikan oleh psikolog kepada korban ya-
ng menderita trauma atau masalah ke-
jiwaan lainnya untuk memulihkan
kembali kondisi kejiwaan korban. Tu-
juan dari kewajiban mengganti kerugi-
an menurut Gelaway, yaitu:

a. Meringankan penderitaan korban;

b. Sebagai unsur yang meringankan
hukuman yang akan dijatuhkan;

c. Sebagai salah satu cara merehabili-
tasi terpidana,dan

d. Mempermudah proses peradilan.®

Proses peradilaan pidana di wila-
yah hukum Pengadilan Negeri Sekayu
selama ini lebih memperhatikan pelaku

6 Chaerudin & Syarif Fadillah, Korban Ke-

jahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pi-
dana Islam, Jakarta: Grhadhika Press, 2004, him. 65
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tindak pidana dari pada perlindungan
terhadap korban, sementara kita keta-
hui bahwa korbanlah yang mengalami
kerugian akibat dari suatu tindak pida-
na, kerugian yang dialami tersebut ber-
dampak sangat luas bagi korban tidak
hanya mengalami kerugian materil saja
akan tetapi juga kerugian imateriil,
proporsi perlindungan yang tidak se-
imbang tersebut tentunya berdampak
kepada ketidak adilaan yang diterima
oleh korban walaupun pada dasarnya
korban sudah diwakili oleh jaksa seba-
gai pengacara negara yang melindungi
korban dari suatu tindakpidana.
Perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum dalam hal
ini anak korban tindak pidana menga-
lami perubahan yang mendasar dalam
penyelesaiannya pembalasan bukan la-
gi dianggap cara yang efektifi dalam
menyelesaikan perakara anak akan te-
tapi lebih difokuskan pada pemulihan
keadaan dalam mengatasi permasala-
han anak korban tindak pidana. Penye-
lesaian perkara anak wilayah hukum
Kabupaten Musi Banyuasin tidak ha-
nya dapat diselesaikan melalui proses
peradilan akan tetapi dapat diselesai-
kan di luar proses peradilan (Diversi)
proses diversi dilakukan melalui mus-
yawarah dengan melibatkan pelaku
orang tua/wali, korban orang tua/wali
dan juga pembimbing kemasyarakatan
dan pekerja profesional berdasarkan
pendekatan keadilan restoratif.

d. Perlindungan Terhadap Anak Yang
Menjadi Saksi Tindak Pidana

Saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepenti-
ngan penyidikan, penuntutan, dan pe-
radilan, saksi yang dimaskud dalam tu-
lisan ini yakni anak sebagai saksi Fo-
kus permasalahan dan pembahasan di-
sini yakni anak sebagai saksi dalam
peradilan pidana, dalam hal kejadian
dan/atau peristiwa yang terjadi hanya
oleh anak menimbulkan permaslahan

tersendiri. Anak sebagai saksi sebagai-
mana yang disebutkan dalam Pasal 1
ayat (5) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

“Anak yang menjadi saksi tindak
pidana yang selanjutnya disebut
anak saksi adalah anak yang belum
berumur 18 tahun yang dapat me-
mberikan keterangan guna kepenti-
ngan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan disidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialami-
nya sendiri”

Pasal 116 ayat (1) KUHAP me-
nyatakan bahwa : Saksi diperiksa de-
ngan tidak disumpah kecuali apabila
ada cukup alasan untuk diduga bahwa
ia tidak akan dapat hadir dalam peme-
riksaan di pengadilan. Sedangkan ayat
(2) menyatakan saksi diperiksa secara
tersendiri, tetapi boleh dipertemukan
yang satu dengan yang lain dan me-
reka wajib memberikan keterangan ya-
ng sebenarnya.

Anak yang dijadikan sebagai saksi
di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Sekayu yang melihat dan mendengar
belum mendapatkan perhatian yang
penuh dari pemerintah, terlepas dari
adanya Undang-Undang Nomor 11 Ta-
hun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pi-
dana Anak. hak-hak anak sebagai saksi
di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Sekayu yaitu’:

a) Sebelum Persidangan :

1) hak diperhatikan laporan yang
disampaikannya dengan suatu
tindak lanjut yang tanggap / pe-
ka, tanpa mempersulit para pela-
por;

2) hak untuk mendapatkan perlin-
dungan terhadap tindakan yang
merugikan penderitaan fisik,
mental dan sosial dari siapa saja

7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum

Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008,
him. 20
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karena kesaksiannya; Hak untuk mendapatkan perlindu-
3) hak untuk mendapatkan fasilitas ngan dari tindakan-tindakan men-
ikut serta memperlancar peme- tal, fisik dan sosial dari siapa saja.
riksaan sebagaisaksi
b) Selama Persidangan : 2. Implementasi Pada Proses Penyidi-
1) hak untuk dapat fasilitas untuk kan, Penuntutan, Pemeriksaan di
menghadiri sidang sebagaisaksi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
2) hak untuk mendapat penjelasan Sekayu
mengenai tata carapersidangan. Implementasi dalam tahap pe-
c) Setelah Persidangan : nyidikan Wilayah Hukum Pengadilan Ne-

geri Sekayu, dalam bagan digambarkan se-
bagai berikut :

Bagan 1
Implementasi Dalam Tahap Penyidikan

Laporan aduan diketahui sendiri
anak yang berhadapan dengan
hukum oleh penyidik/penyelidik

Masuk
v Menerima L, p(;?\?;;rp
Bagian dan
yanmas/PPA disetujui
Y Limpahkan
BAPAS Proses musyawarah Menolak |  penuntut
penyidik, pelaku/ortu, dan ditolak umum
korban

Implementasi dalam tahap penuntutan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu,
dalam bagan digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2
Implementasi Dalam Tahap Penuntutan

Pelimpahan dari
penyidik anak

Analisa rentut

anak
Menerima dan Program
v disetujui diversi " diversi
Proses musyawarah :
BAPAS ,| PU. penyidik, LSM, Menolak dan ,| Limpahkan
"1 depsos, pelaku /ortu, ditolak diversi ”| pengadilan
korban anak

Implementasi dalam tahap pemeriksaan pengadilan Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sekayu dalam bagan digambarkan sebagai berikut :
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Bagan 3
Implementasi Dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Pelimpahan dari
penuntut umum anak

'

Pemeriksaan
perkara

\ 4

musyawarah hakim,
penuntut umum,
hakim wasmat,

pelaku/ortu, LSM,
depsos, korban

BAPAS

Y

Menerima dan Program
disetujui diversi i diversi
Menolak dan > Dlter(r)L;I;an
ditolak diversi prose:
pengadilan

Implementasi dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Sekayu dalam bagan digambarkan sebagai berikut:

Bagan 4
Implementasi Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan

Putusan pidana
penjara/kurungan anak

Proses
penerimaan PA

A 4

musyawarah orang
tua, korban, LSM,
hakim wasmat,
depsos, pembina LP
anak

BAPAS

\ 4

Pihak pembina Lembaga Pemas-
yarakatan Anak Wilayah Hukum Pengadi-
lan Negeri Sekayu dapat menentukan apa-
kah anak yang berhadapan dengan hukum
yang telah diputus hakim, akan dibina di
Lembaga Pemasyarakatan Anak atau de-
ngan pelaksanaan program Diversi. Saat
ini telah terjadi kerjasama antara pihak
pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak
dengan Departemen Sosial, dimana telah
disepakati bahwa panti-panti Bina Remaja
dapat sebagai tempat pembinaan anak ya-
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Menerima dan Program
disetujui diversi i diversi
Menolak dan > I:I)'b'ga di
ditolak diversi embaga
permasy.anak

ng berhadapan dengan hukum, sekaligus
anak pidana.

Dengan demikian sebenarnya anak
pidana ataupun anak didik Lembaga Pe-
masyarakatan Anak tidak harus menjalani
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
Anak. Menurut penulis, hal ini merupakan
salah satu bentuk aplikasi diversi dalam
tahap sistem hukum pelaksanaan pidana.
Uraian tentang aplikasi diversi dalam
pembaruan kebijakan formulasi sistem hu-
kum peradilan pidana anak disajikan da-
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lam bentuk bagan berikut ini. Tampak
bahwa anak yang berhadapan dengan hu-
kum terdiri dalam 3 kelompok yakni anak
yang berhadapan dengan hukum yang ber-
umur di bawah 8 tahun, anak yang berha-
dapan dengan hukum berumur 8 tahun
sampai dengan dibawah 14 tahun dan anak
yang berhadapan dengan hukum berumur
14 tahun sama dengan di bawah umur 18
tahun. Anak yang berhadapan dengan hu-
kum yang berumur di bawah 8 tahun ha-
nya dilakukan penyidikan dan selanjutnya
anak diserahkan kembali kepada orang
tua/ walinya atau diserahkan kepada De-
partemen Sosial untuk dilakukan pembi-
naan. Untuk anak yang berhadapan de-
ngan hukum yang berumur 8 (delapan) ta-
hun sampai dengan di bawah umur 14
(empat belas) tahun, penyidik akan me-
limpahkan kepada penuntut umum untuk
dilakukan penuntutan. Penuntut umum
akan segera melakukan penuntutan deng-
an cara melimpahkan ke pengadilan diser-
tai dengan surat dakwaan. Menurut Pasal
42 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012
terdapat ketentuan yang memberikan ke-
wenangan penuntut umum untuk melaku-
kan diversi.

Penuntut umum anak setelah me-
nerima pelimpahan dari penyidik anak
dengan pertimbangan dan saran BAPAS
dan melihat kondisi tindak pidana yang
dilakukan serta untuk perlindungan kese-
jahteraan anak di masa depan, dapat me-
lakukan diversi atau penangguhan penun-
tutan. Jika dilakukan diversi maka penun-
tut umum akan menghentikan penuntutan.
Jika pelaksanaan penangguhan penuntutan
dan pelaksanaan program diversi telah
sukses dilakukan, maka perkara selesai.
Jika penangguhan dan program diversi
yang telah disepakati gagal dilaksanakan,
maka penuntut umum akan melakukan pe-
nuntutan yaitu melimpahkan perkara ke
pengadilan anak.

Pengadilan anak dapat menyatakan
walaupun telah terbukti anak melakukan
tindak pidana, namun demi perlindungan
dan kesejahteraan anak di masa men-

Nuri Hartoyo
Herman Fikri
Adi Purnama

datang, hakim dapat menetapkan penun-
daan pemidanaan ataupun pengalihan (di-
versi) sehingga pemeriksaan perkara di-
hentikan. Jika hakim menentukan perkara
anak dilakukan diversi, maka hakim de-
ngan persetujuan orang tua, BAPAS, pe-
nasehat hukum, akan menentukan pro-
gram diversi yang akan dikenakan pada
anak tersebut. Dengan pelaksanaan pena-
ngguhan dan atau diversi ini sukses dila-
kukan maka perkara selesai. Jika pelak-
sanaan penangguhan dan program diversi
gagal pemeriksaan perkara akan dilan-
jutkan untuk dikenakan sanksi hukum be-
rupa pidana atautindakan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak
setelah menerima anak yang berhadapan
dengan hukum yang telah diputus pidana
penjara/kurungan oleh hakim, maka demi
kesejahteraan dan perlindungan anak di
masa mendatang dengan pertimbangan
dan saran BAPAS, anak tersebut tidak ha-
rus menjalani pidana di Lembaga Pemas-
yarakatan Anak. Dalam hal ini dilakukan
penangguhan pelaksanaan pidana maupun
dialihkan pembinaan dengan program-
program diversi. Jika syarat-syarat pe-
nangguhan pelaksanaan putusan ataupun
dalam program diversi gagal dilaksana-
kan, maka anak menjalani pidana di Lem-
baga PemasyarakatanAnak.

D. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis dapat-
kan ketika menjawab permasalahan yang
penulis angkat, maka dapatlah penulis sim-
pulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap anak yang ber-
hadapan dengan hukum dengan pen-
dekatan restorative justice membawa
dampak yang positif terhadap pena-
nganan perkara anak, adanya pemisa-
han dan pengaturan yang tegas tentang
anak yang berhadapan dengan hukum
yang meliputi anak yang berkonflik de-
ngan hukum, anak yang menjadi kor-
ban tindak pidana, anak yang menjadi
saksi tindak pidana. Penyelesaian per-
kara anak yang ber-hadapan dengan
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hukum selama ini proses penyelesai-
annya melalui lembaga peradilan de-
ngan adanya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradi-
lan Pidana Anak penyelesaian perkara
anak dapat diselesaiakan di luar peradi-
lan melalui diversi dengan melibatkan
semua pihak untuk duduk bersama baik
itu pihak pelaku, korban dan saksi da-
lam menyelesaikan konflik yang terjadi
dengan menggunakan pendekatan res-
torative justice yang mengutamakan
pemulihan keadaan dari pada pemba-
lasan dalam penyelesaian perkara anak
yang berhadapan dengan hukum dan
mengutamakan kepentingan terbaik ba-
gi anak demikesejahteraan.

Dengan Undang-Undang Nomor 11 ta-
hun 2012. Maka perlindungan hukum
terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sekayu sudah menggunakan
proses Diversi, dimana Diversi meru-
pakan adaptasi dan penyesuaian Kon-
vensi internasional sebagaimana diatur
dalam konvensi-konvensi internasional.
Implementasi Diversi untuk memberi-
kan jaminan perlindungan hukum ter-
hadap anak yang berhadapan dengan
hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Indonesia yaitu dengan menerap-
kan Proses Diversi pada setiap tahapan
peradilan Pidana Anak, mulai dari ta-
hap Penyidikan, Penuntutan dan peme-
riksaan di depan sidang pengadilan
anak, dimana sesuai dengan amanah
Undang-Undang Nomor 11 tahun
2012. Implementasi Diversi dan Kea-
dilan Restoratif dimaksudkan untuk

menghindari dan menjatuhkan anak da-
ri proses peradilan sehingga dapat
menghindari stigmatisasi terhadap anak
yang berhadapan dengan hukum.

Saran-saran

Dari kesimpulan yang diuraikan
diatas, maka adapun saran-saran dalam
tulisan ini antara lain adalah sebagai
berikut :
Undang-Undang terhadap perlindungan
anak yang melindungi hak-hak anak,
baik anak yang berhadapan dengan hu-
kum maupun anak sebagai korban
tindak pidana, yang juga diatur dalam
Undang-undang Sistem Peradilan Pida-
na anak Nomor 11 tahun 2012 yang
mengutamakan penyelesaian dengan
cara pendekatan melalui restorative
justice, yang mengutamakan pemulihan
keadaan dari pada pembalasan dan juga
melalui diversi. Sehingga membawa
dampak positif terhadap penanganan
perkara pidana anak, agar dilaksanakan
lebih baik lagi di wilayah hukum Pe-
ngadilan Negeri Sekayu.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
sudah sangat baik didalam melindungi
dan menerapkan hak-hak anak sesuai
dengan amanah Undang-Undang Dasar
1945. Oleh karena itu agar segera dibu-
at dan dibentuk Peraturan Pemerintah
yang mengatur ketentuan mengenai Pe-
doman pelaksanaan proses Diversi, ta-
tacara, dan koordinasi pelaksanaan Di-
versi, sesuai dengan amanah peraturan
perundang-undangan yang berada dia-
tasnya.
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